BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG

NOMOR /4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.
b.
Mengingat : 1s

BUPATI REJANG LEBONG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah  tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Pasal 11
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2024, dipandang perlu melakukan Perubahan
terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Rejang Lebong Tahun 2024,

bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang
Lebong tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rejang
Lebong Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun
2024.

Undang- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023
tentang Pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 630);

10.Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 8 Tahun 2023

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Bengkulu Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun 2023 Nomor 8);
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11.Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032 (Lembaran
Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 Nomor 80);

12.Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun
2021 Nomor 161).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2024

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Rejang
Lebong Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024
(Berita Dacrah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 Nomor
714) diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 8¢ fuli 2024

- BUPATI REJANG LEBONG,
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Diundangkan di Curup
pada tanggal Y  Ful, 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,
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BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2024 NOMOR 744
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PENUTUP

Perubahan RKPD sebagai pedoman kerja pemerintah daerah sangat penting sebagai
roadmap tahunan pencapaian visi daerah. Perubahan RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun
2024 memuat/menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai
dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah, memuat kompilasi hasil
evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2024 sampai dengan Triwulan II, memuat pergeseran
kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif,
penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang
mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan, memuat hal-hal yang dianggap
perlu sesuai dengan kebutuhan terutama penyesuaian terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah
Terpilih. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) Kabupaten Rejang Lebong dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan
umum, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus
untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mendorong semakin meningkatnya peran
publik dalam proses perencanaan pembangunan daerah melalui perencanaan partisipatif
antara lain dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang
berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana
kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda nasional. Tingkat
keberhasilan pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong selain ditentukan oleh kinerja
jajaran pemerintahan juga sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat dan swasta untuk
menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita-cita masyarakat
Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan Visi dan Misi yang tertuang dalam Dokumen

RPJMD dapat terwujud secara optimal.

Curup, 2¢ 3V 2024
BUPATI REJANG LEBONG,
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